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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya,
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 dapat diselesaikan
dengan tepat waktu. Kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas
kinerja pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, maka disusunlah Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Madiun tahun 2024.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Madiun tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja
dan sasaran strategis yang dilakukan pada tahun 2024, sesuai yang tertuang dalam
Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
Tahun 2019 - 2024, Rencana Kerja tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan
transparan atas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya pada tahun 2024.
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Akhir kata, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas keterlibatan
semua jajaran di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang telah
memberikan karyanya untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Madiun.

Madiun, 07 Maret 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

JEMAKIR, S.P.,
Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP. 196708171995031006
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AKHLAK Laporan Kinerja Tahun 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah
satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen
pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Madiun Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024
sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan
dan akuntabel. Terdapat tiga indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian
Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Madiun 2019-2024 dan
Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Madiun Tahun 2019-2024 serta program prioritas Pemerintah Kota Madiun
yang lainnya. Adapun pencapaian indikator tersebut secara keseluruhan
mencapai 106 persen atau masuk dalam kategori diatas espektasi. Dari
ketiga indikator semua masuk kedalam kriteria diatas ekspektasi, dengan

rincian sebagai berikut :

No | Sasaran Strategis Indikator Target | Realisasi | Capaian
Meningkatnya
kualitas Indeks Pelayanan 4,15 4,31 o
1 pelayanan Publik Indeks Indeks 103,86%
publik
Meningkatnya Indeks Perumahan 9990 % | 99.90% 100%

lingkungan Permukiman

2 | permukiman

yang sehat Indeks Pengelolaan

PSU RTH, PJU dan | 82,76 % 98% 118,41%
Permakaman
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (Good
Governance) adalah akuntabilitas, dimana merupakan salah satu
wujud komitmen  organisasi penyelenggara negara dalam
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber
daya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Kebijakan sesuai
dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada
publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana
diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang menerangkan bahwa Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas
kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang
disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian sasaran
organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut lingkup penyusunan
Laporan Kinerja adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau
profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Madiun. Perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan
evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan/atau Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024. Indikator Kinerja
Utama (IKU) merupakan target capaian kinerja utama Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sedangkan Perjanjian
Kinerja (PK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

merupakan kesepakatan target capaian kinerja antara Dinas
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Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai penerima
mandat dengan Walikota Madiun selaku pemberi mandat.

LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil
yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,

b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;

c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan

d. pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai
dengan tahun berjalan dengan target kinerja S (lima) tahunan yang
direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014, setiap Entitas Akuntablitas Kinerja (wajib) menyusun dan
menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai
berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas
Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara
berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja
satuan kerja, entitas akuntabilitas kinerja unit Organisasi, hingga
entitas akuntabilitas kinerja kementerian/kembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah
pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure)
secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan
adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit
organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan
fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara
program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.
Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam Menyusun
rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur  dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang

uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
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pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap
sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir
yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi

penggunaan sumber daya).

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah

5. Permen PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Permen PAN & RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan
Kinerja Instansi Pemerintah

7. Permen PAN & RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara

8. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor
800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022

9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Madiun Tahun 2019 - 2024
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11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024

12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 74 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan SAKIP

14. Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun

15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024

C. Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun untuk
menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis
akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan, Misi,
dan Visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pelaporan
Kinerja bertujuan untuk memberikan :
1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam
melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun
berikutnya
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan

Pimpinan
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D. Gambaran Umum
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 74 Tahun
2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja . Susunan organisasi perangkat daerah adalah

sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
c. Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan,terdiri dari:
1. Sub Koordinator Perumahan;
2.Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh; dan
3. Sub Koordinator Pertanahan
d. Bidang Bidang Prasarana Sarana Utilitas Ruang Terbuka Hijau,
Penerangan Jalan Umum dan Permakaman, terdiri dari :
1. Sub Koordinator Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau,;
2. Sub Koordinator Permakaman; dan
3. Sub Koordinator Penerangan Jalan Umum
e. UPTD; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Tabel
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Kota Madiun

KEPALA DINAS FERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIDNAL
I |—1 SEKRETARIAT
1 1

SUH BAGLAN
PERENCANAAN DAN

SUB BAGIAN UMUM

DAN KEUANGAR KEPEGAWALAN

BIDANG F RA%A}{ANA ﬁ'\NAl\A
BIDANG PERUMAHAN, DAN UT ILI'l'
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

UM'IJ“ x_\.-\.N PERMAKAMAN

SUBKOORDMNATOR DAN KELOMPOK SUBKOORDINATOR DAN KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

N I A I

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Belk at.l.rh Daerah

| T WALIKOTA MADIUN,
1]

UPTD thd

1 Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.
"’. 117 199602 1 001

Sesuai Bagan diatas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman memegang 2 urusan yaitu urusan perumahan dan
Kawasan permukiman dan urusan pertanahan sehingga Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
melakukan penanganan dalam pengawasan pelaksanaan
pembangunan perumahan, pertanahan, pencegahan dan peningkatan
kualitas permukiman kumuh serta penyediaan Prasarana, Sarana dan

Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum, Permakaman.

D.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Madiun sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 74 Tahun
2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman mempunyai tugas mengoordinasikan, dan mengawasi
pelaksanaan pembangunan perumahan, pertanahan, pencegahan
dan peningkatan kualitas permukiman kumuh serta penyediaan

prasarana, sarana dan utilitas ruang terbuka hijau, penerangan
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Laporan Kinerja Tahun 2024

jalan umum, permakaman sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

menyelenggarakan fungsi :

a.

penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang
pembangunan perumahan, pertanahan, pencegahan dan
peningkatan kualitas permukiman kumuh serta penyediaan
prasarana, sarana dan utilitas ruang terbuka hijau,
penerangan jalan umum, permakaman sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan;

. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

di bidang pembangunan perumahan, pertanahan, pencegahan
dan peningkatan kualitas permukiman kumuh serta
penyediaan prasarana, sarana dan utilitas ruang terbuka
hijau, penerangan jalan umum, permakaman;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan
perumahan, pertanahan, pencegahan dan peningkatan
kualitas permukiman kumuh serta penyediaan prasarana,
sarana dan utilitas ruang terbuka hijau, penerangan jalan
umum, permakaman;

pelaksanaan pengoordinasian, monitoring, pengawasan dan
pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
kegiatan dinas; dan

pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang

diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai

Peraturan Walikota Madiun Nomor 74 Tahun 2021 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
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pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan
Dinas meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum,
rumah tangga, kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat
menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan
program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada
Sekretariat;

2. pengoordinasian penyusunan program kegiatan,
pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas tugas
Bidang secara terpadu;

3. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan
perlengkapan;

4. pengelolaan wurusan kehumasan, keprotokolan dan
kearsipan di lingkungan Dinas;

5. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di
lingkungan Dinas;

6. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji
pegawai di lingkungan Dinas;

7. penyusunan rencana program,
pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat
prasarana dilingkungan Dinas;

8. penyusunan rencana program, pelaksanaan
pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas;
dan

9. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang
diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas yang meliputi menyelenggarakan, merumuskan, dan
melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perumahan, Penataan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
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Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perumahan,
Penataan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan
evaluasi  pelaksanaan  tugas-tugas pada  Bidang
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;

2. pelaksanaan pendataan penyediaan dan rehabilitasi
rumah korban bencana atau relokasi program Pemerintah
Daerah;

3. pelaksanakan penyelenggaraan penyediaan rumah susun
bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);

4. pelaksanaan penyelenggaraan penyerahan Prasarana,
Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan;

5. pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kualitas
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);

6. pelaksanaan penyelenggaraan pemugaran, penataan atau
peremajaan dalam rangka pencegahan dan peningkatan
kualitas kawasan permukiman kumuh;

7. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin pertanahan (izin
perubahan penggunaan tanah dan izin lokasi);

8. pelaksanaan penyelenggaraan inventarisasi dan
rekomendasi subyek dan obyek redistribusi tanah;

9. pelaksanaan penyelenggaraan inventarisasi, koordinasi
dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong dan tanah
terlantar;

10. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi
konsolidasi tanah;

11. pelaksanaan inventarisasi sengketa, konflik dan
perkara tanah garapan;

12. penyusunan rencana program, pelaksanaan
pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di
Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; dan

13. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang
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diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Pertamanan, Permakaman dan Penerangan Jalan Umum

Bidang Pertamanan, Permakaman, dan Penerangan Jalan

Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

yang meliputi pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan

pertamanan dan pengelolaan permakaman umum serta

penerangan jalan umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Prasaran Sarana

Utilitas Pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Permakaman

menyelenggarakan fungsi:

1.

penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan
evaluasi  pelaksanaan  tugas-tugas pada Bidang
Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka

Hijau,Penerangan Jalan Umum dan Permakaman,;

. penyusunan perencanaan dan pendataan Prasarana,

Sarana, dan Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan

Jalan Umum, dan Permakaman;

. pelaksanaan  penyelenggaraan  pembangunan dan

pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang
Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum, dan

Permakaman;

. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Bidang

Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka

Hijau,Penerangan Jalan Umum dan Permakaman;

. penyusunan rencana program, pelaksanaan

pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di
Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka

Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Permakaman; dan

. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang

diberikan oleh Kepala Dinas.
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D.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Tabel I.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

Jabatan Mra(gsl;:e Sa;gai\:la Diploma | SMA | SMP | SD Tolta L P | Total
Struktural 2 4 - - - - 6 S 1 6
Fungsional 2 3 6 - - - 11 S 6 11
Staf Pelaksana 1 1 1 12 S - 20 14 6 20
(PNS)

Staf Tenaga - - - 6 - - 6 6 - 6
Kontrak
Staf Tenaga - 5 4 161 14 6 190 179 | 11 190
Upahan

TOTAL 5 13 11 179 19 6 233 | 209 | 24 233

D.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Madiun sebagai berikut :

No Aset / Sarana dan Jumlah Satuan | Kondisi
Prasarana
1. Meja Kerja 47 Unit Baik
2. Kursi kerja 78 Unit Baik
3. Filling Kabinet 1 Unit Baik
4. Foto Presiden dan Wakil 2 Unit Baik
Presiden
5. Garuda Pancasila 1 Unit Baik
6. Kaca Cermin 3 Unit Baik
7. Jam Dinding 6 Unit Baik
8. Lemari Es 2 Unit Baik
9. Pesawat Telepon 4 Unit Baik
10. | TV 5 Unit Baik
11. | AC 6 Unit Baik
12. | Pigura 3 Unit Baik
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No Aset / Sarana dan Jumlah Satuan | Kondisi
Prasarana
13. | Layar Proyektor dan 1 Unit Baik
Proyektor
14. | Lemari Arsip Kayu 2 Unit Baik
15. | Komputer 19 Unit Baik
16. | Laptop 10 Unit Baik
17. | Printer 14 Unit Baik
18. | Dispenser 3 Unit Baik
19. | Papan Tulis 2 Unit Baik
20. | Sofa 2 Unit Baik
21. | Kipas Angin 2 Unit Baik
22. | Sepeda Motor 19 Unit Baik
23. | Kendaraan Roda 3 17 Unit Baik
24. | Mobil Dump Truck 2 Unit Baik
25. | Pick Up 4 Unit Baik
26. | Mobil Dump Truck 2 Unit Baik
27. | Pick Up 4 Unit Baik
28. | Mobil Crane (kecil) 3 Unit Baik
29. | Truck Tangki 6 Unit Baik
30. | Mobil Hidrolis PJU (Double 1 Unit Baik
Cabin)
31. | Mobil Hidrolis PJU (Besar) 1 Unit Baik
32. | Pick Up Double Cabin 1 Unit Baik
33. | Mobil Crane 3 Unit Baik
34. | Mobil Crane Beban 1 Unit Baik
35. | Mobil Innova 1 Unit Baik

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



.................................

Laporan Kinerja Tahun 2024

E. Permasalahan dan Isu Strategi

E.1 Permasalahan

a. Permasalahan terkait Bidang Perumahan, Penataan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan

1.

Rasio rumah layak huni di Kota Madiun pada tahun 2018
adalah sebesar 99,65%. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa masih terdapat sekitar 0,35% rumah tidak layak
huni di Kota Madiun

. Di Kota Madiun kawasan permukiman kumuh sudah tidak

ada lagi (0%), namun demikian dalam rangka pencegahan
tumbuh lagi permukiman kumuh masih perlu penanganan
terhadap komponen komponen lingkungan yang belum

tuntas

. Rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Madiun pada

tahun 2018 mencapai 98,87% sehingga masih terdapat
1,13% rumah tinggal yang belum bersanitasi

Masih terdapat kekurangan kebutuhan rumah (backlog
kepemilikan) dalam rangka penyediaan perumahan bagi
Masyarakat didapatkan data pada tahun 2016 mencapai
3.569 unit

Belum optimalnya penyediaan PSU (Prasarana,Sarana dan
Utilitas Umum) dalam lingkungan perumahan dan
kawasan permukiman

Belum optimalnya legislasi daerah terutama tataran
operasional terkait urusan perumahan dan kawasan
permukiman

Tingginya permintaan perubahan penggunaan tanah
sebagai dampak pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun
Kecenderungan pertumbuhan investasi di Kota Madiun
berdampak pada permintaan ijin lokasi untuk perolehan

tanah dalam rangka investasi

. Masih adanya tanah terlantar di Kota Madiun yang perlu

penanganan
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10. Adanya potensi konflik pertanahan di Kota Madiun seiiring
meningkatnya kebutuhan pengadaan tanah untuk
pembangunan fasilitas umum.

b. Permasalahan terkait Bidang Pertamanan, Permakaman, dan
Penerangan Jalan Umum

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana 83 makam aset
Pemerintah Kota Madiun

2. Coverage layanan Penerangan Jalan Permukiman yang
perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan
Perumahan dan Permukiman di Kota Madiun dengan
memperhatikan maintenance,penataan iluminasi serta
peralatan dan utilitas pendukung lainnya.

3. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas RTH Kota
Madiun hingga 20% dari luas kota

E.2 Isu Strategis
Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi
masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu
strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun sebagai
berikut:
Urusan Perumahan Permukiman

1. Pengembangan kebijakan pencegahan dan peningkatan
kualitas kawasan permukiman kumuh dituangkan dalam
peraturan di daerah

2. Pengembangan kebijakan penyediaan rumah tinggal,
sarana dan prasarana serta utilitas (PSU) perumahan yang
dituangkan dalam peraturan di daerah

3. Penyediaan atas peningkatan kualitas lingkungan
permukiman masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
melalui program pemugaran,peremajaan atas pemukiman

kumuh
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4. Penyediaan rumah tinggal bagi masyarakat
berpenghasilan rendah  (MBR) melalui fasilitasi
pengembangan perumahan untuk MBR

5. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan sanitasi
rumah tangga bagi masyarakat kurang mampu

6. Penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana dan
utilitas (PSU) lingkungan permukiman berbasis partisipasi
Masyarakat

7. Peningkatan kualitas perumahan melalui penyediaan PSU
pada perumahan MBR

8. Peningkatan kualitas PSU maupun rumah tinggal
masyarakat berpenghasilan rendah dengan melibatkan
CSR/stakeholder dalam rangka pengembangan kerjasama
antara CSR/stakeholder dalam bentuk kegiatan berbasis
partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian
masyarakat pada lingkungannya.

9. Mengupayakan sumber-sumber dana alternatif untuk
penyediaan/peningkatan kualitas rumah warga MBR
diantaranya melalui CSR

10. Mengembangkan lingkungan permukiman tidak
hanya sebagai kawasan hunian tetapi juga sebagai
kawasan ekonomi/swasta

11. Pengembangan kebijakan pengelolaan dan
pemanfaatan RTH, Makam dan PJU melalui peraturan
didaerah

12. Optimalisasi tanah aset untuk pengembangan RTH,
Makam dan PJURenstra Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Madiun 2019-2024

13. Pengembangan sumber-sumber dana alternative
untuk pengembangan RTH, Makam dan PJU diantaranya
melalui CSR

14. Pengembangan kerjasama pemanfaatan tanah

swasta/non pemda untuk pengembangan RTH
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15. Pengembangan kerjasama dengan swasta/non
pemda untuk pengembangan PJU

16. Pemanfaatan teknologi hemat energy, ramah
lingkungan dan murah untuk PJU

17. Penyediaan tanah makam melalui perumahan

Urusan Pertanahan

1. Tingginya permintaan perubahan penggunaan tanah
sebagai dampak pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun

2. Kecenderungan pertumbuhan investasi di Kota Madiun
berdampak pada permintaan ijin lokasi untuk perolehan
tanah dalam rangka investasi

3. Masih adanya tanah terlantar di Kota Madiun yang perlu
penanganan

4. Adanya potensi konflik pertanahan di Kota Madiun seiiring
meningkatnya kebutuhan pengadaan tanah untuk

pembangunan fasilitas umum.

F. Sistematika Penulisan
Sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja
(LKj) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Madiun Tahun 2024 menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKj),
Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Madiun.
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BAB II : PERENCANAAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman mendukung Visi dan Misi Walikota Madiun
dalam pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai
melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun yang akan datang, sedangkan misi merupakan suatu
pernyataan yang menetapkan apa yang harus dilaksanakan oleh
instansi pemerintah agar dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Oleh karena itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Madiun menunjukkan apa yang menjadi cita-cita
layanan terbaik, baik dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah
maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada
aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah
dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang
relevan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
sebagai unsur teknis yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan
mengawasi pelaksanaan pembangunan perumahan, permukiman,
pertanahan, pengelolaan pertamanan, pemakaman dan Penerangan
Jalan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2019-2024
adalah mendukung misi ke 2 :

“MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN”

Visi tersebut diatas memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar
serta strategis sebagai landasan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dalam melaksanakan pembangunan di Kota
Madiun pada satu sisi. Disisi lain merupakan target capaian yang

menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan
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oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Madiun dalam S (lima) tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran adalah pernyataan hasil yang diharapkan
dapat dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Dapat
dikatakan bahwa tujuan merupakan capaian kinerja dalam kurun
waktu lima tahun (jangka menengah), sedangkan sasaran merupakan
capaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun (jangka pendek).
Penetapan tujuan dan sasaran berfungsi sebagai arah dari kebijakan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam
melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan regulasi sumber daya
yang dimiliki untuk diimplementasikan dalam penetapan strategi
berupa program dan kegiatan. Keterkaitan tujuan dan sasaran
pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Madiun telah dituangkan dalam Rencana Strategis
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
Tahun 2019 - 2024.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Tujuan

Terwujudnya permukiman yang ramah maju dan berwawasan

lingkungan.

2. Sasaran
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

2. Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat
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Target
Sasaran Indikator Sasaran
2024
1 2 3
Meningkatnya kualitas Indeks Pelayanan
pelayanan publik Publik 4,15 Indeks

Indeks Perumahan

o
Permukiman 99,90 %
Meningkatnya lingkungan
permukiman yang sehat Indeks Pengelolaan
PSU RTH, PJU dan 82,76 %
Permakaman

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya merupakan lembar atau
dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih
tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Tujuan dari penyusunan Perjanjian kinerja yaitu sebagai
wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
kinerja dalam suatu organisasi. Perjanjian kinerja organisasi diambil
dari Renstra (Rencana Strategis) Organisasi Perangkat Daerah.
Tahapan dalam penyusunan Perjanjian kinerja dimulai dari Renstra
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
Tahun 2019-2024, dijabarkan secara bertahap dalam rencana kinerja
tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing
indikator kinerja sasaran. Target kinerja yang telah ditetapkan tersebut
beserta dengan alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan
yang mendukungnya, selanjutnya dituangkan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja. Besaran target kinerja yang ditetapkan untuk

dicapai dalam tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 22

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Laporan Kinerja Tahun 2024

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Madiun tahun 2024 adalah sebagai berikut :

SASARAN
NO STRATEGIS INDIKATOR TARGET
Meningkatnya
1 | kualitas pelayanan Indel'<s Pelayanan 4,15 Indeks
. Publik
publik
Indeks Perumahan 99,90 %
Meningkatnya Permukiman
lingkungan
2 | permukiman yang
sehat Indeks Pengelolaan
PSU RTH, PJU dan 82.76 %
Permakaman
No Program Anggaran (Rp)
PENUNJANG URUSAN
1 PEMERINTAHAN DAERAH 10.207.724.111
KABUPATEN/KOTA
2 PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.922.750.000
3 KAWASAN PERMUKIMAN 17.433.326.000

PENINGKATAN PRASARANA, SARANA

4 DAN UTILITAS UMUM (PSU) 16.746.929.527
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

S GARAPAN 32.413.750

6 PENATAGUNAAN TANAH 773.378.500

Jumlah 46.310.729.638
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Madiun tidak terlepas dari mekanisme perencanaan yang sudah
berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta
Perjanjian Kinerja (PK) dilingkungan Pemerintah Kota Madiun. Selain itu
mengacu pada pelaksanaan pembangunan yang selanjutnya sampai
pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan dengan mengerahkan
seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban
kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur dan terdapat standar
pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya.
Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program,
dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan,program, dan
sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan

yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target
setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan
perhitungan akan diketahui selisih kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih
Kinerja tersebut dapat dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang

tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang.

A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran
Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk
masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada
tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan sesuai Surat Edaran

Mendagri Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian
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Kinerja PNS di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022

dengan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Persentase
Kategori Capaian
Capaian - - Bobot Rating Kinerja
Kinerja Organisasi

Realisasi
>100% Sangat baik/Istimewa S Di atas ekspetasi
100% Baik 4 Sesuai ekspetasi
80% - 99% Cukup 3 Di bawah ekspetasi
60% - 79% Kurang 2 Di bawah ekspetasi
0% - 59% Sangat Kurang 1 Di bawah ekspetasi

Tabel 3.1. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan
realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih
atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih
kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang
tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang
(performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian
tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai
berikut:

(1) Tingkat Realisasi Positif yaitu apabila semakin tinggi realisasi
menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah
realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan

rumus:

Realisasi

Capaian Indikator Kinerja = x 100%

Target

(2) Tingkat Realisasi Negatif yaitu apabila semakin tinggi realisasi
menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah
realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus:
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Target—(Realisasi—Target
( ) x 100%
Target

Capaian Indikator Kinerja =
Atau

Target—(Realisasi—Target
( ) x 100%
Target

Capaian Indikator Kinerja =

2. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024
2.1 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya
Kualitas Pelayanan Publik

2.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

Tahun Ini
Berikut ini disajikan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

serta Capaian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Madiun, sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

No | Sasaran Strategis Indikator Target | Realisasi | Capaian
Meningkatnya
kualitas
Indeks Pelayanan 4,15 4,31 o
1 | pelayanan Publik Indeks | Indeks | 103867
publik

2.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu
Pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Madiun Tahun 2024 menggunakan metode
yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
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Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun ini

dan tahun lalu, yaitu tahun 2024 dibanding 5 tahun sebelumnya

sebagaimana Tabel 3.3 berikut :

No Sasaran Indikator Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Strategis 2020 2021 2022 2023 2024
Meningkatnya
oayanan | pelsenan 376 | 380 | 415 | 431
publik Publik Indeks Indeks Indeks Indeks

2.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Renstra

2019-2024

Berikut ini disajikan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini

dan Target akhir Renstra sebagaimana Tabel 3.4 berikut:

Target
No | Sasaran Strategis Indikator Realisasi | Akhir | Capaian
Renstra
Meningkatnya
1 lgle,llzl;:nsan Indeks Pelayanan 4,31 4,31 100%
. Publik Indeks Indeks
publik

2.2 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya

Lingkungan Permukiman yang Sehat

2.2.1.

Tahun Ini

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

Berikut ini disajikan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

serta Capaian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian

Kinerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Madiun, sebagaimana Tabel 3.5

berikut:
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No | Sasaran Strategis Indikator Target | Realisasi | Capaian
Meningkatnya | Indeks Perumahan | o4 960, | 99 909 | 100%
lingkungan Permukiman ’ ’

2 | permukiman
yang sehat Indeks Pengelolaan

PSU RTH, PJU dan | 82,76 % 98% 118,41%
Permakaman
2.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Dengan Tahun Lalu

Pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Madiun Tahun 2024 menggunakan metode

yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun ini

dan tahun lalu, yaitu tahun 2024 dibanding 5 tahun sebelumnya

sebagaimana Tabel 3.6 berikut :

Sasaran Realisasi | Realisasi | Realisasi Realisasi | Realisasi
No | Strategis RSt 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks
Perumahan 99,53 99,74 99,77 99,86 99,90%
Meningkatnya | permukiman
lingkungan
2 | permukiman | [ndeks
yang sehat Pengelolaan
PSU RTH, 73,70 76,47 79,27 86,94 98%
PJU dan
Permakaman

2.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Renstra

2019-2024

Berikut ini disajikan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini

dan Target akhir Renstra sebagaimana Tabel 3.7 berikut:
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Target
No | Sasaran Strategis Indikator Realisasi Akhir Capaian
Renstra
Meningkatnya | Indeks Perumahan | o o 0, | 99 900% | 100%
lingkungan Permukiman ’ ’
2 | permukiman
yang sehat Indeks Pengelolaan
PSU RTH, PJU dan 98 % 98% 100%
Permakaman

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Secara umum berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah

dilakukan terhadap capaian kinerja Tahun 2024 dapat dijelaskan

bahwa penyebab keberhasilan masing-masing indikator didukung

oleh:

1. anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta sarana

prasarana yang mendukung di Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Madiun;

. peningkatan komitmen pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Madiun dalam menyelenggarakan

pelayanan kepada masyarakat ;

. peningkatan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan tata

kelola pemerintahan perangkat daerah yang baik;

. peningkatan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan

lingkungan permukiman yang sehat;

. inovasi dan ide kreatif yang dikembangkan untuk menunjang

berbagai kegiatan.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah

ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan akses terhadap perumahan yang terjangkau

2. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas permukiman

3. Peningkatan kualitas permukiman kumuh
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4. Melakukan penataan sumber daya aparatur melalui peningkatan
kapasitas serta kapabilitas di lingkungan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

4. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui efisiensi anggaran terhadap Sasaran
Strategis Perangkat Daerah, maka perlu dihitung tingkat efisiensinya.
Efisiensi diperlukan untuk membandingkan antara rata-rata
persentase capaian kinerja dengan persentase serapan anggaran yang
dipergunakan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan.
Penghitungan efisiensi dapat dilakukan apabila capaian kinerja sama
dengan atau lebih besar dari 100%, dengan rumus penghitungan :

Efisiensi = % Capaian Kinerja - % Serapan Anggaran

Apabila hasil perhitungan efisiensi kurang dari 1 maka
penyerapan anggaran kurang efisien dan apabila hasilnya lebih dari 1
maka penyerapan anggaran sudah efisien. Hasil dari perhitungan
tingkat efisiensi anggaran belanja terhadap sasaran strategis
perangkat daerah realisasi anggaran untuk mendukung sasaran

strategis sebagaimana Tabel berikut :

Capaian Capaian  Tingkat
No Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Anggaran Efisiensi
Meningkatnya
8 Y Indeks
1 kualitas Pelayanan 103,86 % 96% 92 %
Pelayanan Publik
Publik
Meningkatnya Indeks
lingkungan Perumahan 100 % 92% 92 %
permukiman yang Permukiman
2 sehat Indeks
Pengelolaan PSU
118,41 % 89% 75 %
RTH, PJU dan
Permakaman

Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Kinerja
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5. Hasil Pelaksanaan Gender

Dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender di daerah
Kota Madiun, telah dilakukan perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi terhadap
kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
Kota Madiun telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor
10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Di Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun juga telah
membentuk tim berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukliman Kota Madiun Nomor : 411-
401.111/08/2024 tentang Penunjukan Tim Focal Point
Pengarusutamaan Gender Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Madiun.

Tim  Focal Point Pengarusutamaan Gender bertugas
Mempromosikan PUG pada wunit kerja dan melaporkan Hasil
pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Madiun. Laporan Data Terpilah
Gender melalui aplikasi SIDEGAN (Sistem Informasi Data Gender dan
Anak) Kota Madiun, telah diupload 7 kegiatan selama tahun 2024
sebagai sampling pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan hasil

sebagaimana Tabel

Jumlah Jumlah
Kegiatan Jumlah
No Peserta Peserta
Tersampling Kegiatan
Laki-laki Perempouan
Bidang
. Perumahan, 6 250 210
Permukiman dan (54%) (46%)
Pertanahan
9 Bidang Prasarana 1 100 75
Sarana dan Utilitas (S57%) (43%)
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Ruang Terbuka
Hijau, Penerangan
Jalan Umum dan

Permakaman

Jumlah

Laporan Kinerja Tahun 2024

350 285
(55%) (45%)

635

Tabel 5.1 Hasil Pelaksanaan Gender

6. Inovasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 050-401-
204/152/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Madiun
Nomor: 050-401.204/93 /2022 Tentang Inovasi Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Madiun. Inovasi di Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Madiun adalah sebagai berikut:

NO

INOVASI

KETERANGAN

2

3

“MAS DARING PJU” SMART
SISTEM PENGENDALIAN DAN
MONITORING PJU

Inovasi Smart Sistem Pengendalian
dan Monitoring Penerangan Jalan
Umum merupakan pemanfaatan
lanjutan atas teknologi Wifi yang telah
ditemukan dan diaplikasikan secara
luas dalam berbagai aspek terutama
dalam hal transfer data. Transfer data
ini akan diterjemahkan secara smart
(lebih pintar) pada beberapa peralatan
yang akhirnya dapat memberikan
manfaat berupa kontrol dan monitor
atas sejumlah panel penerangan jalan
umum yang tersebar di seluruh Kota
Madiun

SIMANIS (SIstem penyiraMAN
otomatIS) di Median
Jalan menggunakan IoT
(Internet of Things)

Penerapan Penyiraman Tanaman Kota
Secara Otomatis Dengan Metode
Internet Of Thing (Iot) Untuk
Menurunkan Tingkat Kematian
Tanaman Pada Ruang Terbuka Hijau
Di Kota Madiun merupakan
pengembangan teknologi

Tabel 6.1 Inovasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
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B. Realisasi Anggaran
Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun dalam kurun
waktu tahun 2024 yang tertuang didalam DPPA Tahun 2024 sebesar
Rp. 47.116.521.888 , Realisasi belanja APBD Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai

berikut :

PAGU REALISASI
ANGGARAN ANGGARAN %
(Rp) (Rp)
Program Penunjang
p JrusanPemerintahan 4507704111 9.818.198.979 96
Daerah
Kabupaten /Kota
Program
2 Pengembangan 1.922.750.000 1.884.597.240 98
Perumahan

Program Kawasan

) 17.433.326.000 15.421.221.816 88
Permukiman

Program Peningkatan
4 Prasarana Sarana Dan 16.746.929.527 16.298.014.793 97
Utilitas Umum (PSU)

Program Penyelesaian
5 Sengketa Tanah 32.413.750 28.762.650 89
Garapan

Program Penatagunaan

773.378.500 648.764.414 84
Tanah

JUMLAH 47.116.521.888 44.099.559.892 94

Untuk mengetahui efisiensi anggaran terhadap Sasaran Strategis
Perangkat Daerah, maka perlu dihitung tingkat efisiensinya. Sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
22 /PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran

Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian
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Negara/Lembaga efisiensi

Laporan Kinerja Tahun 2024

anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman sebagai berikut :

(Alokasi
. Anggaran x
. Realis | Capaian Alokasi Realisasi Alokasi Capaian
Sasaran Indikator | Target . R Anggaran x L
asi Kinerja Anggaran Anggaran . L Kinerja) -
Capaian Kinerja S
Realisasi
Anggaran
1 2 3 4 5'(1‘:)/03)" 6 7 8=5x6 9=8-7
Meningkat
nya Indeks
Kualitas Pelayana 415 431 103,86% | 10.207.724.111, | 9.818.198.979, | 10.601.274.920, | 783.075.941,
Pelayanan | n Publik ! ! 00 00 10 10
Publik
I’I\]/»Ile;nmgkat Indeks
lingkungan Perumah
permukima an _ 99.90 | 9990 100,00% | 20.161.868.250, | 17.983.346.12 | 20.161.868.250, | 2.178.522.13
Permuki ! ! 00 0,00 00 0,00
nyang
sehat man\
Indeks
Pengelola
an PSU
RTH, PJU 8276 | 9800 118,41% | 16.746.929.527, | 16.298.014.79 | 19.830.825.201, | 3.532.810.40
dan ’ ! 00 3,00 14 8,14
Permaka
man
Total | 47.116.521.888, | 44.099.559.89 | 50.593.968.371, | 6.494.408.47
00 2,00 23 9,23
13,78%

Dari tabel diatas dengan Dari table diatas dengan perhitungan efisiensi

adalah Total ((Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja) - Realisasi Anggaran))/total

alokasi anggaran, maka diperoleh nilai efisiensi :

6.494.408.479,23

47.116.521.888,00

X 100% = 13,78%

Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat penghematan anggaran sebesar 13,78%

dari total alokasi yang telah disediakan, menunjukkan tingkat efisiensi dalam realisasi

anggaran yang dilakukan.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

LKj-IP ini merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang
sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan dan program maupun
kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Madiun dapat digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Madiun di tahun berikutnya.

Adapun kesimpulan capaian tujuan, sasaran dan indikator dari
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pelayanan Publik dengan target 4,15 Indeks sedangkan
realisasinya 4,31 skor atau tercapai 103,86% termasuk dalam
kategori capaian kinerja sangat baik dengan rating kinerja diatas
ekspektasi

2. Indeks Perumahan Permukiman dengan target 99,90% sedangkan
realisasinya 99,90% atau tercapai 100% termasuk dalam kategori
sangat baik dengan rating kinerja diatas ekspektasi.

3. Indeks Pengelolaan PSU RTH,Penerangan Jalan dan Permakaman
dengan target 82,76% sedangkan realisasinya 98% atau tercapai
118,41% termasuk dalam kategori sangat baik dengan rating
kinerja diatas ekspektasi.

Realisasi yang telah dicapai ini akan digunakan sebagai

pertimbangan dalam penyusunan perencanaan ditahun berikutnya.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 35

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



AKHLAK Laporan Kinerja Tahun 2024

.................................

B. Permasalahan
Dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun dapat diketahui
seluruh indikator telah melampaui target yang telah ditetapkan.
Meskipun begitu bukan berarti tidak ada permasalahan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun permasalahan dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Belum optimalnya pelaksanaan program/kegiatan evaluasi dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap program/
kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah;
3. Belum adanya evaluasi mengenai kemampuan struktur organisasi
dalam menyikapi perkembangan yang selalu dinamis
C. Upaya Peningkatan Kinerja
Langkah-langkah yang akan dilakukan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun dalam wupaya
peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penataan kelembagaan dilingkungan Perangkat
Daerah dengan melaksanakan evaluasi berkala dalam rangka
mewujudkan kelembagaan yang efektif dan efisien

2. Melakukan penataan sistem birokrasi dilingkungan Perangkat
Daerah melalui inovasi pelayanan publik dan peningkatan
akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban atas hasil
penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan
yang berorientasi pada hasil.

3. Melakukan penataan sumber daya aparatur melalui peningkatan
kapasitas serta kapabilitas di lingkungan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

4. Meningkatkan koordinasi dengan OPD tempat sumber data
sehingga terjaga kualitas data yang lengkap dan valid

5. Akan ditingkatkan kembali kinerja dalam OPD dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan public
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Demikian Laporan Kinerja 2024 Dinas Perumaahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Madiun, semoga LKj-IP ini dapat
memberikan manfaat bagi segenap pelaksanaan pembangunan dan
program maupun kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Madiun. Oleh karena itu masukan dan
saran terhadap penyusunan LKj-IP ini sangat diharapkan untuk

penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Madiun, 07 Maret 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

JEMAKIR, S.P.,
Pembina Tingkat | (1V/b)
NIP. 196708171995031006

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 37

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

2019-2024
OPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
Indikator Kinerja Data L Unit Kinerja
Program Capaian Target Kinerja 9 dan pada akhir
N - N Indikator Program dan goutcome), pada Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode Lokasi
Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | ‘gcaray Kode Kegiatan Kegiatan (output),|  Awal 2020 2021 2022 2023 2024 periode Rens?ra‘ferangkat Renstra
Sub Kegiatan (Sub | Perencanaa e Perangkat
Output) n target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Daerah
(1) (2) 3) (4) (5) (6) ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
URUSAN RUTIN
Program Pelayanan :’ellfsekntase Perrlilrr;;an Kota
o |oon |01 [0t | |Administrasi A 100% | 1685818765 | - - - - - - - - 100% 1,685,818,765 | Rakyatdan | 08
Perkantoran Kawasan
perkantoran Permukiman
Dinas
Kegiatan Penyediaan Jumlah peralatan Perumahan Kota
001 |Jasa, Peralatan dan dan perlengkapan 75 jenis 1,573,954,720 - - - - - - - - 75 jenis 1,573,954,720 | Rakyat dan Madiun
Perlengkapan Kantor  [kantor Kawasan
Permukiman
Dinas
Kegiatan Koordinasi dan Jumiah perjalanan Perumahan Seluruh
002 |Konsultasi Keluar dinas 18 kali 111,864,045 - - - - - - - - 18 kali 111,864,045 | Rakyat dan Indonesia
Daerah Kawasan
Permukiman
Dinas
Program Pemeliharaan Persentase Barang Perumahan Kota
0 |000 |10401 | 02 Barang Milik Daerah Milik Daerah dalam 100% 1,523,133,300 - - - - - - - - 100% 1,523,133,300 | Rakyat dan Madiun
kondisi baik Kawasan
Permukiman
Dinas
Kegiatan Pemeliharaan |Jumlah gedung 5 Perumahan Kota
oot |Rutin/ Berkala Gedung |yang dilakukan d 124,150,000 - - - - - - - - 2 gedung 124,150,000 | Rakyat dan Madi
dan Bangunan Kantor  |pemeliharaan gedung Kawasan adiun
PerrSil:‘l;i;nan
Kegiatan Pemeliharaan fjlijl_?aﬂsah kendaraan Perumahan Kota
o0 |Rutin/ Berkala 11as vang S7unit|  1,091,312900 | - - - - - - - - 57 unit 1,091,312,900 | Rakyat dan o
Kendaraan Dinas d|lakul_<an Kawasan Madiun
pemeliharaan Permukiman
Dinas
Kegiatan Pemeliharaan Jumiah sarli:a dan Perumahan K
o3 |Rutin/ Berkala Sarana |Prasarana kantor 45 unit 307,670,400 | - - - - - - - - 45 unit 307,670,400 | Rakyat dan ot
Prasarana Kantor yang (‘:hlakukan Kawasan Madiun
pemeliharaan Permukiman
Persentase Dinas
Program Peningkatan  (pemenuhan Perumahan Kota
0 | 000 |10401 03 Sarana dan Prasarana |kebutuhan sarana 100% 3,000,000,000 - - - - - - - - 100% 3,000,000,000 | Rakyat dan Madiun
Aparatur dan prasarana Kawasan
aparatur Permukiman
Dinas
Kegiatan Pengadaan Jumlah jenis sarana Perumahan Kota
001 |Sarana dan Prasarana |dan prasarana 4 jenis 3,000,000,000 - - - - - - - - 4 jenis 3,000,000,000 | Rakyat dan Madiun
Kantor kantor Kawasan
Permukiman
Program Peningkatan Persentase Dinas
Pengembangan Sister;'\ dokumen Perumahan Kota
0 | 000 |10401 04 . perencanaan/lapora 100% 23,163,120 - - - - - - - - 100% 23,163,120 | Rakyat dan :
Pelaporan Capaian N Kawasan Madiun
Kinerja dan Keuangan n yang disusun -
tepat waktu Permukiman
Kegiatan Penyusunan Dinas
:Z[:;gf::i?nz?;a dan Jumlah dokumen 10 Perumahan Kota
001 N s perencanaan/lapora dokume 23,163,120 - - - - - - - - 10 dokumen 23,163,120 | Rakyat dan y
Ikhtisar Realisasi . Kawasan Madiun
Kinerja Perangkat nyang disusun n -
Permukiman
Daerah
URUSAN PRIORITAS




Indikator Kinerja Data N Unit Kinerja
Program Capaian Target Kinerja dan pada akhir
q g dan pada Tahun periode -
U sasaran Kegiatan Kegiatan (output),|  Awal 2020 2022 ::rri‘ode ::‘nes't]:ap:eraa:gkat Renstra | L0l
Sub Kegiatan (Sub | Perencanaa aerah Perangkat
Output) n target Rp target Rp target Rp target target Rp target Rp Daerah
(1) (2) (5) (6) ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (16) (17) (18) (19) Ig_zo) (21)
inas
Program Lingkungan Persentase Rumah Perumahan Kota
1| 104 Sehat Perumahan Tinggal Layak Huni 99.53% 2,116,404,000 - - - - - - - 99.53% 2,116,404,000 | Rakyat dan Madiun
Permukiman dan Bersanitasi Kawasan
Permukiman
Kegiatan Perencanaan, Dinas
Pemantauan, 1 Perumahan Kota
1 |Pengendalian dan Jumlah dokumen dokume 153,370,000 - - - - - - - 1 dokumen 153,370,000 | Rakyat dan Madiun
Pembuatan data/ Kajian n Kawasan
Perumahan Permukiman
Dinas
. " Perumahan
, |Kegiatan Penyediaan |y ot jokcasi 0 lokasi 152,726,000 | - - - - - - - 0 lokasi 152,726,000 | Rakyatdan | KO
Perumahan Madiun
Kawasan
Permukiman
Dinas
Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Kota
3 |dan Perbaikan Jumlah lokasi 1 lokasi 179,888,000 - - - - - - - 1 lokasi 179,888,000 | Rakyat dan Madiun
Perumahan Kawasan
Permukiman
Kegiatan Perencanaan, Dinas
Pemantauan, 1 Perumahan Kota
5 |Pengendalian dan Jumlah dokumen dokume 96,900,000 - - - - - - - 1 dokumen 96,900,000 | Rakyat dan Madiun
Pembuatan Data/ n Kawasan
Kajian Permukiman Permukiman
Dinas
Kegiatan Penyediaan 1 Perumahan Kota
6 |Sarana dan Prasarana |Jumlah lokasi kecamat| 799,520,000 - - - - - - - 1 kecamatan 799,520,000 | Rakyat dan Madiun
Permukiman an Kawasan
Permukiman
Dinas
Kegiatan Pemeliharaan 10 Perumahan Kota
7 |dan Perbaikan Jumlah lokasi lokasi 734,000,000 - - - - - - - 10 lokasi 734,000,000 | Rakyat dan Madiun
Permukiman Kawasan
Permukiman
Dinas
Persentase Perumahan
2 a0 ::tgarsg;1:‘:lavanan Pelayanan 100% 116,650,000 | - - - - - - - 100% 116,650,000 | Rakyat dan M';‘;?zn
Pertanahan Kawasan
Permukiman
Kegiatan Perencanaan, Dinas
Pemantauan, 2 Perumahan Kota
1 |Pengendalian dan Jumlah dokumen dokume 116,650,000 - - - - - - - 2 dokumen 116,650,000 | Rakyat dan Madiun
Pembuatan Data/ n Kawasan
Kajian Pertanahan Permukiman
Persentase RTH, Dinas
Program Pengelolaan Penerangan Jalan Perumahan Kota
1| 104 RTH, PJU dan 73.70% 17,496,173,700 - - - - - - - 73.70% 17,496,173,700 | Rakyat dan .
dan Pemakaman Madiun
Permakaman " Kawasan
vang dikelola Permukiman
Kegiatan Perencanaan, .
Pemantauan, Dinas
Pengendalian dan 0 Perumahan Kota
Jumlah dokumen dokume - - - - - - - - 0 dokumen -| Rakyat dan y
Pembuatan Data/ n Kawasan Madiun
Kajian Ruang Terbuka Permukiman
Hijau
Kegiatan Pembangunan Dinas
Ruang Terbuka Hijau . . . Perumahan Kota
2 ™ Jumlah lokasi 1 lokasi 2,147,600,000 - - - - - - - 0 lokasi 2,147,600,000 | Rakyat dan .
dan Fasilitas Kawasan Madiun
Pendukungnya Permukiman




Indikator Kinerja Data L Unit Kinerja
Program Capaian Target Kinerja o dan pada akhir
q i q Indikator dan pada Tahun periode N
Tujuan Indikator Tujuan | Sasaran Kode g ° Koni Kinerja pada al Lokasi
Sasaran Kegiatan Keglatanl(outaut) | IgEAWa! 2020 2021 2022 2023 2024 periode Renstra Perangkat Rensts
Sub Kegiatan (Sub | Perencanaa aerah Perangkat
Output) n target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Daerah
(1) (2) 3) (4) (5) (6) ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Kegiatan Pemeliharaan Dinas
dan Perbaikan Ruang 59 Perumanan Kota
003 " Jumlah lokasi . 9,322,871,200 - - - - - - - - 59 lokasi 9,322,871,200 | Rakyat dan y
Terbuka Hijau dan lokasi Kawasan Madiun
Fasilitas Pendukungnya Permukiman
Dinas
Kegiatan Penyediaan 100 Perumahan Kota
006 Penerangan Jalan Jumlah titik . 1,579,200,000 - - - - - - - - 100 Titik 1,579,200,000 | Rakyat dan .
Titik Madiun
Umum Kawasan
Permukiman
Kegiatan Pemeliharaan Dinas
dan Perbaikan 5536 Perumahan | -y o,
007 Jumlah titik o 4,164,002,500 | - - - - - - - - 5536 Titik 4,164,002,500 | Rakyat dan )
Penerangan Jalan Titik Kawasan Madiun
Umum Permukiman
Kegiatan Perencanaan, Dinas
Pemantauan dan 0 Perumahan Kota
009 Jumlah dokumen dokume - - - - - - - - - 0 dokumen -| Rakyat dan "
Pembuatan Data/ n Kawasan Madiun
Kajian Pemakaman Permukiman
Dinas
Kegiatan Pembangunan Perumahan Kota
010 |Sarana dan Prasarana [Jumlah lokasi 0 lokasi 82,500,000 - - - - - - - - 0 lokasi 82,500,000 | Rakyat dan Madiun
Pemakaman Kawasan
Permukiman
Dinas
Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Kota
o11 |dan Perbaikan Jumlah lokasi 7 lokasi 200,000,000 - - - - - - - - 7 lokasi 200,000,000 | Rakyat dan Madiun
Pemakaman Kawasan
Permukiman
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN Di
PEMERINTAHAN inas
BIDANG 6,912,6 2,876,419,2 2,180,030,000 233,880,00 Raiyat dan | Kota
5 5 186,203,028,751 .
04 PERUMAHAN DAN 36,912,699,474 42,876,419,277 52,180,030,00 54,233,880,000 R::Laats::n Madiun
KAWASAN Permukiman
PERMUKIMAN
Meningkatny PROGRAM Di
a tata PENUNJANG Nilai Evaluasi e
kelolapemeri URUSAN Implementasi _ _ Kota
ntahan Indeks RB 04| 01 PEMERINTAHAN SAKIP Perangkat 80.01 9,312,818,310| 80.10 12,021,276,047| 80.20 14,364,030,000| 80.30 | 14,413,880,000,  80.30 50,112,004,357 R:akmwa s::n Madiun
perangkat DAERAH Daerah Permukiman.
daerah KABUPATEN /KOTA
Persentase
pemenuhan .
Dinas
2.0 dan |per pen Perumahan Kota
04|01 Py M N - - 100% 45,000,000 100% 45,000,000, 100% 47,000,000 | 100% 48,000,000 100% 185,000,000 | Rakyat dan .
1 Evaluasi Kinerja gendalian dan Kawasan Madiun
Perangkat Daerah evaluasi Permukiman
perangkat
daerah
Koordinasi dan Dinas
20 Penyusunan Laporan  (Jumlah dokumen 20 20 Perumahan Kota
04 1 06 |Capaian Kinerja dan perencanaan - - Dokume 45,000,000 Dokume 45,000,000 - - - - - Rakyat dan Madiun
Ikhtisar Realisasi perangkat daerah n n Kawasan u
Kinerja SKPD Permukiman




Indikator Kinerja Data N Unit Kinerja
Program Capaian Target Kinerja Program dan pada akhir
q q q Indikator dan pada Tahun periode q
Tujuan Indikator Tujuan | Sasaran Kode b N Kondisi Kinerja pada al Lokasi
Sasaran Kegiatan Kegiatan (output),|  Awal 2020 2021 2022 2023 2024 periode Renstra Perangkat Renstra
Sub Kegiatan (Sub | Perencanaa aerah Perangkat
Output) n target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Daerah
(1) (2) 3) (4) (5) (6) ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Dinas
SKPD dan Laporan 20 20 Perumahan Kota
Hasil Koordinasi - - - - - - L 47,000,000 L 48,000,000| 20 Laporan 185,000,000 | Rakyat dan Madiun
Penyusunan aporan aporan Kawasan
Laporan Capaian Permukiman
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD.
Persentase Dinas
2.0 A rasi Perumahan Kota
04| 01 2 - - 100% 5,016,194,000, 100% 6,135,000,000( 100% 6,135,000,000 | 100% 6,135,000,000 100% 23,421,194,000 | Rakyat dan Madiun
Daerah administrasi Kawasan
keuangan Permukiman
Presentase Dinas
2.0 Penyediaan Gaji dan pemenuhan Perumahan Kota
04| 01|57 01| , - - 100% 4,955,194,000| 100% 6,074,000,000| - - - - - - Rakyat dan :
2 Tunjangan ASN kebutuhan gaji ASN Kawasan Madiun
perangkat daerah Permukiman
Dinas
i:l:glah Menerima 4 4 34 Perumaan | oy
- - - - - - - orang/b 6,074,000,000| orang/b 6,074,000,000 23,177,194,000 | Rakyat dan y
Gaji  dan ulan ulan orang/bulan Kawasan Madiun
Tunjangan ASN Permukiman
Koordinasi dan Dinas
20 Penyusunan Laporan  [Jumlah dokumen 13 13 Perumahan Kota
04| 01 2 07 |Keuangan laporan keuangan - - Dokume 61,000,000| Dokume 61,000,000 - - - - - - Rakyat dan Madiun
Bulanan/Triwulan/Seme |perangkat daerah n n Kawasan
steran SKPD Permukiman
Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ .
SKPD Dinas
Perumahan
13 13
dan Laporan - - - - - - 61,000,000 61,000,000| 13 Laporan 244,000,000 | Rakyatdan | Kot2
Koordinasi Laporan Laporan Kawasan Madiun
Penyusunan Permukiman
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD
Prosentase Dinas
20 A rasi Perumahan Kota
04| 01 5 i - - 100% 115,000,000, 100% 130,010,000| 100% 143,150,000 | 100% 132,000,000 100% 520,160,000 | Rakyat dan Madi
gl Daerah Kawasan adiun
Permukiman
Presentase Dinas
20 Pengadaan Pakaian pemenuhan Perumahan Kota
04| 01 5 02 |Dinas Beserta Atribut  |pakaian dinas - - 100% 105,000,000 100% 120,010,000 - - - - - - Rakyat dan Madiun
Kelengkapannya beserta Kawasan
perlengkapannya Permukiman
Jumlah Paket Per[:irrr:szan
Pakaian Dinas - - - - - - 1Paket 133,150,000| 1 Paket 122,000,000 1 Paket 480,160,000 | Rakyatdan | KO
beserta Atribut Kawasan Madiun
Kelengkapan Permukiman




Indikator Kinerja Data N Unit Kinerja
Program Capaian Target Kinerja Program dan pada akhir
q q q Indikator dan pada Tahun periode 0
Tujuan Indikator Tujuan | Sasaran Kode b N Kondisi Kinerja pada al Lokasi
Sasaran Kegiatan Keglatanl(outaut) | IgEAWa! 2020 2021 2022 2023 2024 periode Renstra Perangkat Rensts
Sub Kegiatan (Sub | Perencanaa aerah Perangkat
Output) n target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Daerah
(1) (2) 3) (4) (5) (6) ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Dinas
peo Perumahan
04| 01|%0] g0 |Sosialisasi Peraturan |Persentase peserta - - 100% 10,000,000 100% 10,000000( - - - - - - Rakyat dan | KO@
5 Perundang-Undangan |yang paham K Madiun
\awasan
Permukiman
Jumlah  Orang Dl
" : inas
LMl Perumahan | -y o,
- - - - - - 34 orang 10,000,000{34 orang 10,000,000| 34 orang 40,000,000 | Rakyat dan "
Peraturan Kawasan Madiun
Perundang- Permukiman
Undangan
Persentase Dinas
. " pemenuhan Perumahan
04| 01/%0| |Administrasi Umum - - 100% 183,880,000 100% 183,880,000 100% 183,880,000 | 100% 183,880,000 |  100% 735,520,000 | Rakyatdan | KO
6 Perangkat Daerah Kawasan Madiun
Permukiman
Dinas
20 Penyelenggaraan Rapat P:z::t:hsae n Perumahan Kota
04| 01 6 09 |Koordinasi dan Eebutuhan - - 100% 183,880,000( 100% 183,880,000 - - - - - - Rakyat dan Madiun
Konsultasi SKPD N . Kawasan
perjalanan dinas Permukiman
Jumlah laporan Dinas
Penyelenggaraan 20 20 Perumahan Kota
Rapat Kordinasi - - - - - - 183,880,000 183,880,000( 20 laporan 735,520,000 | Rakyat dan Madi
dan Konsultasi aporan laporan Kawasan adiun
SKPD Permukiman
Persentase
Pengadaan Barang tercukupinya Dinas
- pemenuhan
20 Milik Daerah kebutuhan Perumahan Kota
04| 017 Penunjang Urusan - - - - -| 100% 1,621,321,550| 100% 3,375,000,000 | 100% 3,400,000,000 100% 8,396,321,550 | Rakyat dan y
7 S barang milik Madiun
Pemerintahan d h Kawasan
Daerah aerah urusan Permukiman
pemerintahan
daerah
Pengadaan Kendaraan Persentase Dinas
2.0 Perorangan Dinas atau pemenuhan Perumahan Kota
04| 01/%"|01 " kebutuhan - - - -| 100% 1437,487,500| - - - - - - Rakyat dan :
7 Kendaraan Dinas . K Madiun
Jabatan kendaraan dinas awasan
perorangan/jabatan Permukiman
Jumlah Unit )
Kendaraan Perrlilrr;;an
Perorangan Dinas - - - - - - 2 Unit 3300,000,000| 2Unit | 3300000,000| 2 Unit 8037,487500| Rakyatdan | KO8
atau Kendaraan Kawasan Madiun
Dinas Jabatan yang Permukiman
Disediakan
Pengadaan Sarana dan |Persentase Dinas
2.0 Prasarana Gedung pemenuhan sarana Perumahan Kota
04| 01|%7|10 - - - -| 100% 183,834,050| - - - - - - Rakyat dan :
7 Kantor dan Bangunan [dan prasarana Kawasan Madiun
Lainnya gedung kantor Permukiman




Indikator Kinerja Data L Unit Kinerja
Program Capaian Target Kinerja o dan pada akhir
q i q Indikator dan pada Tahun periode N
Tujuan Indikator Tujuan | Sasaran Kode b N Kondisi Kinerja pada al Lokasi
Sasaran Kegiatan Keglatanl(outaut) | IgEAWa! 2020 2021 2022 2023 2024 periode Renstra Perangkat Rensts
Sub Kegiatan (Sub | Perencanaa aerah Perangkat
Output) n target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Daerah
(1) (2) 3) (4) (5) (6) ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah  Unit )
Sarana dan Perrlilrrr::;an
Prasarana  Gedung - - - |- - 5 unit 75,000000| 8 unit 100,000,000 8 unit 358,834,050 | Rakyatdan | KO@
Kantor atau Kawasan Madiun
Bangunan Lainnya Permukiman
yang Disediakan
Persentase
Penyediaan Jasa tercukupinya Dinas
2.0 Penunjang Urusan pemenuhan Perumahan Kota
01|} - kebutuhan jasa - - 100% 1,866,821,010| 100% 1,969,295,065| 100% 2,200,000,000 | 100% 2,200,000,000 100% 8,236,116,075 | Rakyat dan )
8 Pemerintahan Madiun
urusan Kawasan
Daerah pemerintahan Permukiman

daerah




Indikator Kinerja Data N Unit Kinerja
Program Capaian Target Kinerja Program dan pada akhir
q q q Indikator dan pada Tahun periode q
Tujuan Indikator Tujuan | Sasaran Kode b N Kondisi Kinerja pada al Lokasi
Sasaran Keglatan KeolataniCutaut)] IgAwal 2020 2021 2022 2023 2024 periode Renstra Perangkat | _Renstra
Sub Kegiatan (Sub | Perencanaa aerah Perangkat
Output) n target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Daerah
(1) (2) 3) (4) (5) (6) ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Persentase Dl
inas
20 Penyediaan Jasa pegleant::an Perumahan Kota
04| 01 8 03 |Peralatan dan /pee lengkapan - - 100% 1,866,821,010( 100% 1,969,295,065 - - - - - - Rakyat dan Madiun
Perlengkapan Kantor kp riengkap: Kawasan u
antor yang Permukiman
representatif
Jumlah Laporan Dl
" inas
- - - - - - Dokume 2,200,000,000| Dokume 2,200,000,000{ 12 Dokumen 8,236,116,075 | Rakyat dan "
Perlengkapan Kawasan Madiun
n n
Kénto.r yang Permukiman
Disediakan
Pemeliharaan Persentase Dinas
20 Barang Milik Daerah |tercukupinya Perumahan Kota
04| 01 9 Penunjang Urusan |barang milik - - 100% 2,085,923,300 100% 1,936,769,432| 100% 2,280,000,000( 100% 2,315,000,000 100% 8,617,692,732 | Rakyat dan Madiun
Pemerintahan daerah yang Kawasan
Daerah layak digunakan Permukiman
Penyet_ﬁaan Jasa_ Persentase Dinas
Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas Perumahan
04| 01|%0] g1 |Pemelinaraan dan Pajak| o oo gan sabatan - - 100% 1,560,360,000| 100% | 1470961432 - - - - - - Rakyatdan | KO
9 Kendaraan Perorangan ang layak Kawasan Madiun
Dinas atau Kendaraan gi ugnakyan Permukiman
Dinas Jabatan g
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas Dinas
atau Kendaraan Perumahan Kota
Dinas Jabatan yang - - - - - - 65 Unit 1,700,000,000| 65 unit 1,800,000,000f 65 unit 6,531,321,432| Rakyat dan Madiun
Dipelihara dan Kawasan
dibayarkan Permukiman
Pajaknya
Dinas
20 Pemeliharaan/Rehabilita |Persentase gedung Perumahan Kota
04| 01 9 09 |si Gedung Kantor dan  |yang layak - - 100% 28,000,000 100% 40,000,000 - - - - - - Rakyat dan Madiun
Bangunan Lainnya di Kawasan
Permukiman
Jumlah Gedung Dl
Kantor dan inas
Bangunan Lainnya . . . Perumahan Kota
vang - - - - - - 1 unit 100,000,000| 1 unit 35,000,000 1 unit 203,000,000 | Rakyat dan Madiun
7 . . Kawasan
Plpgllhara/Dlrehabll Permukiman
itasi
Pemeliharaan/Rehabilita | Persentase sarana Per[:irrr:szan
04| 01|20 19[Sl Sarana dan Prasarana prasarana gedung - - 100% 497,563,300| 100% 425,808,000 - - - - - - Rakyatdan | KO
9 Gedung Kantor atau yang layak Kawasan Madiun
Bangunan Lainnya di Permukiman
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor Dinas
atau Perumahan
Bangunan - - - - - - 106 unit 480,000,000 106 unit 480,000,000 106 unit 1,883,371,300| Rakyat dan
Lainnya Kawasan
yang Permukiman
Dipelihara/Direhabil
itasi




Indikator Kinerja Data L Unit Kinerja
Program Capaian Target Kinerja o dan pada akhir
q q q Indikator dan pada Tahun periode q
Tujuan Indikator Tujuan | Sasaran Kode b N Kondisi Kinerja pada al Lokasi
Sasaran Kegiatan Keglatanl(outaut) | IgEAWa! 2020 2021 2022 2023 2024 periode Renstra Perangkat Rensts
Sub Kegiatan (Sub | Perencanaa aerah Perangkat
Output) n target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Daerah
(1) (2) 3) (4) (5) (6) () (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
erwujudnya Dinas
p:;m‘::::}:‘ peninglatnya PROGRAM Prosentase Perumahan | o
:1’1a'?1 dan ! ?muk?man 1 /04| 02 PENGEMBANGAN Pengembangan = = 100% 1,292,650,000| 100% 2,745,911,000( 100% 3,931,000,000( 100% 4,900,000,000 100% 12,869,561,000 | Rakyat dan Madiun
e e schr PERUMAHAN Perumahan Kawasan
erwawasan yang Permukiman
lingkunaan
Jumlah dokumen
penyedi dan
Penyediaan dan rehabilitasi Dinas
20 Rehabilitas Rumah |rumah korban 1 1 1 1 Perumahan Kota
1 (04| 02 1 Korban Bencana bencana atau - - Dokume 76,500,000 Dokume 261,850,000/ Dokume 100,000,000 (Dokume 100,000,000 | 1 Dokumen 538,350,000 | Rakyat dan Madiun
atau Relokasi relokasi n n n n Kawasan u
Program program Permukiman
/Kota /kota
yang dihasilkan
Dinas
Pendataan Rumah
i Jumlah dokumen 1 1 Perumahan
1 [04| 0220 06 |SeWa Mik Masyarakat, \ovo' i imah yang - - Dokume 76,500,000| Dokume 261,850,000 - - - - - - Rakyat dan | KO
1 Rumah Susun dan o K Madiun
Rumah Khusus diasilkan n n awasan
Permukiman
Jumlah Dokumen )
Data Rumah 1 1 Dinas
Sewa  Milik Perumahan |y oy
- - - - - - Dokume 100,000,000 Dokume 100,000,000( 1 Dokumen 538,350,000 | Rakyat dan N
Masyarakat, Rumah Kawasan Madiun
n n
Susun, dan Rumah Permukiman
Khusus
Pembangunan dan |Jumlah )
Rehabilitasi Rumah |pembangunan Perrlilrrr::;an
1 |04| 02|%0| [|KorbanBencana dan rehabilitasi - - Tlokasi|  1,216,150,000|1lokasi|  1,334,111,000| 1lokasi|  3,731,000,000| 1 lokasi| 1,800,000,000| 1 lokasi 8,081,261,000| Rakyatdan | KO
3 atau Relokasi rumah korban Kawasan Madiun
Program bencana atau Permukiman
/Kota prog
Operasional dan Jumlah lingkungan Dinas
20 Pemeliharaan perumahan pada Perumahan Kota
1 |04| 02 3 06 |Lingkungan Perumahan |relokasi program - - 1 Lokasi 1,216,150,000( 1 Lokasi 1,334,111,000 - - - - - - Rakyat dan Madiun
pada Relokasi Program |kota yang Kawasan u
Kabupaten/Kota terpelihara Permukiman
Jumlah Rumah
pada Lokasi Dinas
Relokasi Program . . . Perumahan
3 Unit 3 Unit 3 Unit
Kabupaten/Kota . . - - - - . "'h 3731,000,000( - "'h 1800000000~ "'h 8,081,261,000| Rakyat dan M‘;‘ﬁn
yang Dilaksanakan uma uma uma Kawasan
Operasional dan Permukiman
Pemeliharaan




Indikator Kinerja Data L Unit Kinerja
Program Capaian Target Kinerja o dan pada akhir
q q q Indikator dan pada Tahun periode q
Tujuan Indikator Tujuan | Sasaran Kode b N Kondisi Kinerja pada al Lokasi
Sasaran Kegiatan Kegiatan (output),|  Awal 2020 2021 2022 2023 2024 periode Renstra Perangkat Renstra
Sub Kegiatan (Sub | Perencanaa aerah Perangkat
Output) n target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Daerah
(1) (2) 3) (4) (5) (6) ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Pembinaan Persentase Di
Pembinaan inas
02 Pengelolaan Rumah Pengelolaan Perumahan Kota
04| 02 ) Susun Umum 9 - - - -| 100% 1,149,950,000 100% 100,000,000 | 100% 3,000,000,000 100% 4,249,950,000 | Rakyat dan .
05 Rumah Susun Madiun
dan/atau Rumah Umum dan/atau Kawasan
P ki
Khusus Rumah Khusus ermukiman
Fasilitasi Pengelolaan g:;sgeer:;alas:nfaslhrasl Per[:irrr::;an
1)o4 |02 |02 { [Kelembagaan dan kelembagaan dan . . : | 100% | 12149950000 | - - - - - - Rakyatdan | KO@
05 Pemilik/Penghuni . N K Madiun
Rumah Susun pemilik/penghuni awasan
rumah susun Permukiman
Jumlah Laporan
Hasil Fasilitasi )
Pengelolaan Perrlilrrr::;an
Kelembagaan - - - - - - ! 100000000 | ' 300,000,000 | 100% 4249,950,000| Rakyatdan | KO@
bagi laporan laporan Kawasan Madiun
Pemilik/Penghuni Permukiman
Rumah
Susun
Indeks Prosentase Dinas
Perumahan PROGRAM Perumahan | oo
Permukima 04| 03 KAWASAN permukiman - - 98.50% 7,283,612,424| 99.00% 5,618,815,000( 99.50% 6,885,000,000 | 100% 6,920,000,000 100% 26,707,427,424 | Rakyat dan Madiun
n PERMUKIMAN yang tidak Kawasan
kumuh Permukiman
Penataan dan
Dinas
20 Kualitas Kawasan kawasan Perumahan Kota
04| 03 2 Per d Kumuh |per i - - 0.50% 540,097,450 0.50% 102,000,000| 0.50% 220,000,000 | 0.50% 220,000,000 0.50% 1,082,097,450 | Rakyat dan Madiun
dengan Luas di kumuh yang Kawasan
Bawah 10 (sepuluh) |ditangani Permukiman
Ha
Jumlahdokumen Dinas
20 Survei dan Penetapan  |penetapan lokasi 1 1 Perumahan Kota
04| 03 2 01 |Lokasi Perumahan dan |perumahan dan - - Dokume 209,286,000 Dokume 102,000,000 - - - - - - Rakyat dan Madiun
Permukiman Kumuh permukiman n n Kawasan
kumuh Permukiman
Jumlah  Hasil Dl
Survei dan inas
Penetapan Lokasi ! ! Perumahan Kota
P: - - - - - - dokume 220,000,000 dokume 220,000,000( 1 Dokumen 751,286,000 | Rakyat dan "
Perumahan dan Kawasan Madiun
0 n n
Permukiman Permukiman
Kumuh
Jumlah dokumen
rencana
Penyusunan Rencana  |pencegahan dan Dinas
20 Pencegahan dan peningkatan 1 Perumahan Kota
04| 03 2 02 |Peningkatan Kualitas kualitas perumahan - - dokume 330,811,450 - - - - - -| 1 dokumen 330,811,450 | Rakyat dan Madiun
Perumahan Kumuh dan [kumuh dan n Kawasan
Permukiman Kumuh permukiman Permukiman
kumuh yang
dihasilkan




= P— Unit Kinerja
Data S
Inml::;rr;(::erja Ca:aian Target Kinerja gl dan pada akhir
iode
. y . Indikator g dan pada Tahun Kondisi Kinerja pada a perto Lokasi
Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | gaaran Kode Kegiatan Kegiatan (output),|  Awal 2020 2021 2022 2023 2024 periode Renstra Perangkat | _Renstra
Sub Kegiatan (Sub | Perencanaa aerah P;r::ga:at
Output) @ target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp X
(1) (2) 3) (4) (5) (6) ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Peninkatan Prosentase Dinas
Kualitas Kawasan kawasan Perumahan Kota
04| 03(%0| |Permukiman Kumuh | o o\ iman - - 0.50% |  6,743,514,974| 0.50% | 5,516,815,000| 0.50% |  6,665,000,000) 0.50% | 6,700,000,000( 0.50% 25625329974 | Ralyatdan | | FOF
3 dengan Luas di kumuh yang Kawagan
Bawah 10 (sepuluh) | . " Permukiman
ditangani
Ha
Penyusunan Rencana Dinas
Tapak (Site Plan) dan 3 3 Perumahan Kota
04| 03|20 o1 |Petail Engineering  JJumiah dokumen - - Dokume 416,374334|Dokume| 207,890,000 - - - - - - Ralyatdan | <02
3 Design (DED) kajian/perencanaan n n Kawasan
Peremajaan/Pemugaran Permukiman
Permukiman Kumuh
Jumlah Rencana
Tapak (Site Plan ) Dinas
dan Detail ) 3 3 Perumahan Kota
Engineering Design - - - - - - dokume 315,000,000 dokume 300,000,000( 3 Dokumen 1:239,264334| Rakyatdan | - oo
(DED) n n Kawasan
Peremajaan/Pemug Permukiman
aran Permukiman
Kumuh
Dinas
Prosentase RTLH Perumahan Kota
04| 0312002 Perbaikan Rumah Tidak |yang Qilakukan _ _ 100% 2745,395,000| 100% 1,458,500,000 - - - - - - Rakyat dan Madiun
3 Layak Huni perbaikan yang Kawasan
sesuai kriteria Permukiman
Dinas
Jumlah  Rumah Perumahan Kota
Tidak Layak _ - - - - - 160 unit 2,200,000,000| 160 unit 2,200,000,000| 160 unit 8,603,895,000 | Rakyat dan Madiun
Huni  yang Kawasan
Diperbaiki Permukiman
Jumlah lokasi Dinas
Pelaksanaan pelaksanaan Perumahan Kota
04| 03%0| g |Pembangunan |pembangunan - - 3lokasi|  3,581745640|3 Lokasi| 3850425000 - - - - - - Rakyatdan | fOf2
3 Pemugaran/Peremajaan |pemugaran/perema Kawasan
Permukiman Kumuh jaan pemukiman Permukiman
kumuh
Luas Dinas
Permukiman Perumahan Kota
Kumuh yang - - - - - - 16,41 ha 4,150,000,000( 16,41 ha 4,200,000,000( 16,41 ha 15,782,170,640 | Rakyat dan Madiun
. : A Kawasan
aD;rema]akan/Dlpug Permukiman
PROGRAM Prosentase Dinas
PENINGKATAN Peningkatan Perumahan Kota
04| 05 PRASARANA, Prasarana,Saran - - 100% | 19,023.618,740| 100% | 22,490.417.230| 100% | 27.000,000,000) 100% | 28,000,000,000] 100% 96514035970 Rakyatdan | 1O
SARANA DAN a dan Utilitas Kawas_an
UTILITAS UMUM Umum (PSU) Permukiman
Indeks (PSU) Dinas
Pengelolaan Urusan Prosentase Perumahan Kota
PSU RTH, 0a| o520 penyelenggaraan - - 100% | 19,023,618,740| 100% | 22,490,417,230| 100% | 27,000,000,000 100% | 28,000,000,000] 100% 96514035970 Rakyatdan | 1O
PJU dan 1 PSU'Perumahan PSU per Kawasan
Permakama yang memadai Permukiman




Indikator Kinerja Data . Unit Kinerja
Program Capaian Target Kinerja Program dan pada akhir
- . N Indikator Program dan (outcome), pada Tahun periode .
Tujuan Indikator Tujuan | Sasaran Kode " N Kondisi Kinerja pada a Lokasi
Sasaran Kegiatan Kegiatan (output),|  Awal 2020 2021 2022 2023 2024 periode Renstra Perangkat Renstra
Sub Kegiatan (Sub | Perencanaa et Perangkat
Output) n target Rp target Rp target Rp target Rp_ target Rp target Rp Daerah
@) (2) - 3) (O] (5) (6) @) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) @15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Penyediaan Prasarana, } Dinas
20 Sarana, dan Utilitas i,l:an’;fgrllcak:;ana 3 3 Perumahan Kota
1 |04| 05[7;" |02 [Umum di Perumahan o - - Kecamat 19,023,618,740 | Kecamat 22,490,417,230 - - - - - - Rakyat dan N
1 N dan utilitas umum Madiun
untuk Menunjang ang disediakan an an Kawasan
Fungsi Hunian vang Permukiman
Jumlah  Lokasi
Perumahan yang .
Disediakan Dinas
Prasarana, Sarana, Perumahan Kota
.y ! - - - - - - 3 Lokasi 27,000,000,000| 3 Lokasi 28,000,000,000 3 Lokasi 96,514,035970| Rakyat dan N
dan Utilitas Umum K Madiun
awasan
yang B . Permukiman
Menunjang Fungsi
Hunian
Indeks
Perumahan
Permukima

n

KEGIATAN Dinas
20 PEMBERIAN IZIN Prosentase Perumahan Kota
2 |10] 02 | LOKASIDALAM 1 | emberian izin - - 100% 85,000,000| 100% 349,901,600| 100% 15,000,000 100% 15,000,000  100% 464,901,600 Rakyat dan -
1 (SATU) DAERAH lokasi Kawasan Madiun
KABUPATEN/ KOTA Permukiman
Persentase
. pemberian )
KPOOI’dI_n ast dan . rekomendasi Izin Dinas
2.0 Pemberian Lokasi dan Izin Perumahan Kota
2 |10 02 || 01 |Izin Lokasi Penanaman |22 &" F20 - - 100% 85,000,000(  100% 349,901,600  100% 15,000,000  100% 15,000,000 100% 464,901,600 Rakyatdan | 0
Modal dan Kemudahan P Tanah Kawasan
Berusaha enggunaan Tana Permukiman

(IPPT) sesuai
k n

etentiia

KEGIATAN Persentase i
PENVELESAIAN penyelesaian Per[dlrrr:::]an
2 10|04 [20| |SENGKETATANAH | .\ cta tanan - - - -| 100% 36,200,000 100% 36,200,000 100% 25,000,000{  100% 97,400,000 Rakyatdan | KO
1 GARAPAN DALAM Madiun
garapan dalam Kawasan
DAERAH daerah Permukiman
KABUPATEN/ KOTA
Inventarisasi Sengketa, |Persentase Dinas
20 Konflik, dan Perkara penyelesai: Perumahan Kota
2 [10| 04 1 01 |Pertanahan dalam 1 sengekta, konflik, - - - - 100% 36,200,000 - - - - - - Rakyat dan Madiun
(satu) Daerah perkara pertanahan Kawasan
Kabupaten/ Kota yang tertangani Permukiman




Tndikator Kinena| oo Unit Kineria
& (Pm)‘ m Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada akhir
Indikator Tujuan | Kode FTORSN, s Kegiatan by Kondisi Kierja pada akhlr | PoViode | g1,y
Keglatan Coutput), sup | At 2020 2021 2022 2023 2024 pariode Renstra Perangkat | Renstra
Kegiatan (sub | Perencanaa Perangiat
e target Rp Rp target Rp Rp target | = Rp target. Ap
4 iR {6) n (8) (9 (10) (11) (12) (13) (143 {15) (16) (n (8 | (19 (20) (21)
Jumiah  Data Dinas
dan Perkara : ! Perumahan | o,
falam 1 (Satu) - - = - - - Dokume 36.200000| Dokume 25.000.000(1 Dokuman a7 400000, Rakyat d:ﬂ Madiun
Daerah A " Permukiman

PENGGUNAAN
o | |TANAH YANG Pasaguan Perumahan |
2 10{ 10| | |HAMPARANNYA Tansh yong - - 100% 120.000.000] 100% 80.000.000| 100% 80,000,000 100% 80.000.000| 100% 360.000.000| Rakyat dan
DALAM SATU amparanay Kawasan | Madiun
DAERAH dulam s2tu Permukiman
KABUPATEN/ KoTA 92rah
|Persentase
Koordinasi dan pembinaan dan Dl
i | Permahan
2 ol | [ o e i . . 100% 120000000 109% 8000000 - : . Rakyatdan | MO
Kawasan
Penggunaan Tanah W“.‘ Permukinan
Yortah—Tporan-
Koordinasi dan Dinas
Sinkronisasi 0 10 Perumahan |
Perencanaan - - - = - - I 80.000.000 BO.U00.000| 10 laporan 360000000 Rakyat dan Madiun
Penggunaan Tanah g ot Kavesan
dalam 1 (Satu) Permukiman
JUMLAH = 25.961.342.885 37.117.699.474 - | 43.342.520.877 - | 52.311.730.000 - | 54.353.860.000 p— 3
QNTAR 2
& PALA RAKYAT DAN
&
(2} o
DINAS PE HANRARTAT
AN KAWASAN PERAUAT: A
w

'h A 1995:;?“
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta

berorientasi kepada hasil, kanii yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JEMAKIR ,SP

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

selanjutnya discbut Pihak Pertama.

Nama : EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.
Jabatan : PI WALIKOTA MADIUN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjenji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Madiun, 06 September 2024
A i i i ma,




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sasaran Kinerja

(2)

Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya lingkungan permukiman
yang sehat

Permakaman

{

Indikator Kinerja _ Targ.e;_ |
3) (4)
Indeks Pelayanan Publik b 5,
Indeks |
Indeks Perumahan Permukiman 99.90 % ” |
Indeks Pengelolaan PSU RTH, PJU dan 82 76 %



No

Program

—

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Anggara_n_ B ‘

I ———

10.207.724.111 |

_2-. PROGRAM KAWAS;’:P: PERMUKI_MAN 1?.433326!&]6&}_4‘;
3. | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 32.41—3.:?;(ﬂII
_4 PROGRAM PEN;'I:AGL‘—NAAN TANAI—I 773.3?@65 _!
o 8 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN I.922t7;f].000 '
6. gi?ﬁgﬁgduﬁgwg)%é;‘apl{ziégﬁ;\, SARANA DAN T -1-;746:929.527 -.

Jumlah

Rp. 47.116.521.888 ’

\ Madiun, 06 September 2024

KEPA

NIP 1967081

i'éfé KIR ,SP

A DINAS PERUMAHAN

71995031006



PENETAPAN TARGET KINERJA TAHUN 2025
BERDASARKAN REALISASI TAHUN 2024

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2024 Realisast Target Keterangan
2024 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. | Meningkatnya kualitas Indeks Pelayanan Publik 4,15 Indeks 4,31 Indeks 4,20 Indeks
pelayanan publik

2. | Meningkatnya lingkungan Indeks Perumahan 99,90% 99,90% 99,77% Bertambahnya usulan
permukiman yang sehat Permukiman baru untuk rumah

tidak layak huni
Indeks Pengelolaan PSU 82,76% 98% 98,02%

RTH, PJU dan Permakaman




